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ABSTRAK 

 

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN 

TERHADAP KASUS PERSETUBUHAN DENGAN 

PELAKU DAN KORBAN DI BAWAH UMUR 

(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw ) 

 

Oleh 

Metri Andayni 

 

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana 

persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban di bawah umur  

(Studi Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw). Kasus ini berawal dari 

hubungan pacaran antara Anak Pelaku dan Anak Korban yang keduanya berusia 17 

tahun, dengan peristiwa persetubuhan berulang sebanyak enam kali yang dipicu 

bujuk rayu. Fokus utama kasus adalah bagaimana sistem peradilan pidana anak 

(SPPA) diterapkan dalam menghadapi dilema antara perlindungan anak dan 

penegakan hukum pidana berat.  

 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan.  

narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Liwa dan 1 

(satu) orang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Anak/2024/PN Liw telah didasarkan pada pertimbangan yuridis dan mengadopsi 

Teori Gabungan dengan menekankan rehabilitasi anak pelaku. Namun, pidana yang 

dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara 

kepentingan rehabilitatif dan perlindungan serta keadilan bagi korban, sehingga 

tujuan pemidanaan belum tercapai secara optimal. 

 

Saran dalam penelitian ini yaitu agar hakim lebih mengoptimalkan pertimbangan 

dampak psikologis dan sosial korban serta menjatuhkan sanksi secara proporsional 

dengan menerapkan mekanisme ganti kerugian (restitusi), sehingga pemidanaan 

tidak hanya fokus pada pembinaan pelaku, tetapi juga memberikan keadilan dan 

pemulihan bagi korban. 

 

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Persetubuhan Anak, SPPA 

 



2 

 

 

ABSTRACT 

 

JUDGES' CONSIDERATIONS IN SENTENCES IN CASES  

OF RELATIONSHIP WITH UNDERAGE  

PERPETRATORS AND VICTIMS  

(Study of Decision Number 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw) 

By 

Metri Andayni 

 

The judge's legal considerations in handing down a decision in a case of sexual 

intercourse involving a child as the perpetrator and victim (Decision No. 

15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw). This case began with a dating relationship 

between the child perpetrator and the child victim, both 17 years old, with six 

repeated sexual intercourse events triggered by seduction. The main focus of the 

case is how the juvenile criminal justice system (SPPA) is applied in facing the 

dilemma between child protection and the enforcement of serious criminal law.  

 

This research employed a normative and empirical juridical approach. Primary 

and secondary data were used, and data collection methods included desk research 

and fieldwork. Informants included a judge at the Liwa District Court and a 

lecturer from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of 

Lampung. 

 

The research and discussion results indicate that Decision Number 15/Pid.Sus-

Anak/2024/PN Liwa is based on legal considerations and adopts the Combined 

Theory, which emphasizes the rehabilitation of child offenders. However, the 

sentences imposed are deemed not to fully reflect the balance between 

rehabilitation interests and protection and justice for victims, resulting in the 

objectives of sentencing not being optimally achieved. 

 

The suggestion in this study is that judges should optimize consideration of the 

psychological and social impact on victims and impose proportional sanctions by 

implementing a compensation mechanism (restitution), so that punishment does not 

only focus on rehabilitating the perpetrator, but also provides justice and recovery 

for the victim. 

 

Keywords: Judge's Considerations, Child Sexual Intercourse, Child Sexual 

Offenses (SPPA) 
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 I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang seharusnya dijaga dan 

dibekali dengan berbagai keilmuan untuk menopang keberlangsungan hidup 

manusia, calon penerus bangsa harus memperoleh perhatian khusus dari orang tua, 

masyarakat, serta pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar anak 

dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia yang kuat dan mampu berkontribusi 

dalam membangun masa depan bangsa. 

Kenyataannya, hingga saat ini masih banyak anak yang diperlakukan secara tidak 

layak, termasuk menjadi sasaran kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak kejahatan 

seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran bersama dalam memandang 

anak sebagai individu yang wajib dihormati dan dilindungi masih tergolong rendah. 

Tanpa lingkungan yang aman dan kondusif, anak-anak sangat rentan mengalami 

hambatan dalam tumbuh kembangnya, baik dari sisi emosional, sosial, maupun 

kemampuan berpikir.  

Masa anak-anak merupakan fase penting dalam perkembangan diri, di mana rasa 

ingin tahu yang tinggi dan pencarian jati diri sering kali mendorong mereka 

melakukan tindakan yang menyimpang dari norma sosial. Bentuk kenakalan seperti 

membolos sekolah, mencoret fasilitas umum, berkata kasar, atau menjahili teman 

sebaya umumnya tergolong ringan, namun tetap memerlukan perhatian. Jika tidak 

ditangani dengan tepat, perilaku tersebut dapat berkembang menjadi pelanggaran 

yang lebih serius. 
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Dewasa ini kasus tindak pidana persetubuhan di Indonesia yang dilakukan oleh 

anak merupakan masalah yang sangat serius dan kompleks. Kasus persetubuhan 

bukan lagi permasalahan pelaku dewasa saja, namun turut menyumbang anak   

dibawah umur berlaku menjadi korban sampai pelaku   perbuatan   pidana ini. Kasus 

ini terus meningkat dari tahun ke tahun hingga saat ini. Tidak sedikit anak yang 

menjadi pelaku dan korban dalam tindak pidana persetubuhan ini, yang disebabkan 

dari faktor lingkungan terutama dari lingkungan keluarga.  

Anak yang mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat disebabkan 

oleh kurangnya perhatian, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua, serta 

minimnya pengetahuan atau pendidikan seks bagi anak usia sekolah, lingkungan 

yang rawan terhadap gangguan atau pelecehan secara seksual dan lain sebagainya. 

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh 

pelaku persetubuhan juga dapat dipengaruhi dari perkembangan teknologi dan arus 

globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi, tanpa pengawasan yang tepat, 

akses mudah ini bisa membuat anak-anak terpapar konten yang tidak sesuai dengan 

umur mereka, dan mengakibatkan kasus ini terjadi.  

Hal tersebut tentunya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa di 

masa mendatang, mengingat anak yang menjadi korban persetubuhan secara fisik 

belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa. Kejahatan 

persetubuhan yang marak terjadi terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang 

dewasa maupun oleh anak itu sendiri, menjadi persoalan serius yang perlu 

mendapat perhatian. 

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur termasuk dalam kategori 

kekerasan seksual yang membawa dampak serius dan berlangsung lama bagi 

korban. Anak-anak yang sedang dalam masa perkembangan sangat rentan terhadap 

trauma, baik secara fisik maupun emosional, akibat peristiwa tersebut. Dampak 

yang dialami tidak hanya berupa cedera fisik, tetapi juga gangguan psikologis 

seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Selain itu, 

tekanan sosial dan stigma dari lingkungan sekitar seringkali membuat korban 

merasa terasing, kehilangan kepercayaan diri, dan mengalami kesulitan dalam 

menjalani proses Pendidikan. 
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Tidak hanya sebagai pelaku, anak juga adalah subjek hukum yang dilindungi oleh 

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 

SPPA). Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-

Undang Perlindungan Anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang belum berumur 18 

tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Hal ini penting untuk menegaskan 

siapa saja yang berhak atas perlindungan khusus.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dikenal sebagai UU 

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), secara khusus mengatur penanganan kasus 

hukum yang melibatkan anak-anak. UU ini menetapkan bahwa anak yang berusia 

antara 12 hingga 18 tahun, dan diduga melakukan tindak pidana, akan ditangani 

sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA. Peradilan anak merupakan suatu sistem 

pengadilan yang menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anak-anak. 

Sistem ini termasuk dalam bagian dari peradilan pidana di masyarakat yang 

bertujuan untuk menangani kenakalan anak serta memberikan perlindungan kepada 

anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak kejahatan. 

Meskipun anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai 

pertanggungjawaban hukum, ancaman hukuman yang diterapkan bagi mereka 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan bahwa 

hukuman yang dijatuhkan hanya setengah dari maksimal ancaman bagi orang 

dewasa. Selain itu, hukuman seperti pidana seumur hidup dan hukuman mati tidak 

berlaku bagi anak-anak.1 

Salah satu prinsip utama dalam UU SPPA adalah dorongan kuat untuk 

menggunakan diversi. Diversi merupakan upaya pengalihan proses peradilan ke 

jalur di luar pengadilan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif 

yang mungkin dialami anak jika mereka menjalani proses peradilan formal. Dalam 

praktiknya, hal ini berarti kasus anak sebisa mungkin diselesaikan melalui 

 
1  Pangemanan, J. B. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 

Indonesia. Lex et Societatis, 3(1),  2015. 
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musyawarah dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti korban, 

pelaku, dan keluarga mereka. Fokus utama dari proses ini adalah untuk memulihkan 

kerugian yang timbul akibat tindak pidana, serta memperbaiki hubungan sosial 

yang mungkin rusak. 

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak di bawah 18 tahun 

tidak memiliki kemampuan yang sah untuk memberikan persetujuan dalam konteks 

seksual.2 Oleh karena itu, hubungan seksual dengan anak, meskipun terlihat seperti 

kesepakatan bersama, tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ini merupakan 

langkah negara untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual yang 

seringkali terselubung. Namun, penerapan aturan ini dalam praktik seringkali 

menimbulkan situasi yang rumit, terutama ketika pelaku juga merupakan anak-

anak. 

Penegakan hukum menghadapi dilema dalam menyeimbangkan antara hak-hak 

korban dan kebutuhan pelaku untuk rehabilitasi. Korban membutuhkan pengakuan 

atas penderitaan mereka dan pemulihan dari trauma, sementara pelaku, yang 

mungkin juga korban dari keadaan yang tidak menguntungkan, membutuhkan 

bimbingan dan dukungan untuk memahami dampak tindakan mereka dan kembali 

ke jalan yang benar.3 Dilema ini menyoroti kompleksitas dalam sistem peradilan 

anak, yang tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga pemulihan dan 

pengembalian anak ke masyarakat. 

Seperti halnya yang terjadi pada kasus persetubuhan yang terjadi seperti di Padang 

Dalom, Lampung Barat yang dilakukan oleh pelaku dan korban di bawah umur, 

dalam putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw. Perkara pidana ini mengadili 

Anak Zinky Zovani Al Parel Bin Desiyahaan (usia 17 tahun) atas tindak pidana 

perlindungan anak. Kronologi dimulai pada 23 Februari 2024, ketika Anak Pelaku, 

melalui bujuk rayu dan janji "tanggung jawab," berhasil mengajak Anak Korban, 

Salsa Billa Khusnul Khotimah (usia 17 tahun), untuk melakukan persetubuhan di 

 
2 Widadi, S., & Zainuddin, C. Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak; Analisis 

Penegakan Hukum Berdasarkan Asas Ultimum Remedium. Legalite: Jurnal Perundang Undangan 

dan Hukum Pidana Islam, 9(2), 2024, hlm. 185-201. 
3  Hakim, E. M. D. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE 

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA, 2024. 
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kos Anak Pelaku di Lampung Barat. Perbuatan ini diulangi secara berlanjut hingga 

enam kali, dengan kejadian terakhir pada 13 Juni 2024. Atas fakta tersebut, 

Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Kedua, yang terbukti, yaitu melanggar 

Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 mengenai tindakan membujuk anak 

melakukan persetubuhan dengannya. Berdasarkan pembuktian, Penuntut Umum 

mengajukan Tuntutan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA) selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan, ditambah Pelatihan Kerja 

selama 3 (tiga) bulan. Akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa melalui 

Putusan yang dibacakan pada 21 Agustus 2024, menyatakan Anak Pelaku bersalah 

dan menjatuhkan pidana penjara di LPKA selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) 

bulan serta pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, dengan menetapkan masa 

penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

Dijatuhkannya pidana penjara terhadap anak menunjukkan bahwa tidak semua 

perkara yang melibatkan anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi. 

Dalam perkara persetubuhan, yang tergolong sebagai tindak pidana berat dan 

berdampak serius bagi korban, penyelesaian perkara secara diversi tidak 

diperbolehkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, 

penyelesaian perkara harus dilakukan melalui proses peradilan pidana. 

Keadaan tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam penerapan prinsip 

keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun sistem ini 

bertujuan melindungi dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dalam 

perkara tertentu hakim tetap harus menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan 

kepentingan dan perlindungan hak korban. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam perkara 

persetubuhan, yang dituangkan dalam penelitian skripsi berjudul “Dasar 

Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Kasus Persetubuhan dengan 

Pelaku dan Korban di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Anak/2024/PN Liw)”. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang akan menjadi permasalahan 

dalam penulisan skripsi yaitu : 

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 

terhadap kasus persetubuhan dengan pelaku dan korban di bawah umur perkara 

putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw? 

b. Apakah putusan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap kasus 

persetubuhan dengan pelaku dan korban di bawah umur perkara putusan 

No.15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu hukum pidana dengan 

fokus pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan 

pada perkara persetubuhan yang melibatkan pelaku dan korban yang sama-sama 

masih di bawah umur. Studi ini secara khusus mengkaji Putusan Nomor 

15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw, guna memahami bagaimana hakim menafsirkan 

dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk 

pertimbangan hukum, moral, serta aspek perlindungan anak dalam proses 

peradilan pidana anak. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan 

Negeri Liwa pada Tahun 2025. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

pidana terhadap kasus persetubuhan dengan pelaku dan korban di bawah umur 

perkara putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw? 
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b. Untuk mengetahui putusan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam 

tindak pidana persetubuhan dengan pelaku dan korban di bawah umur perkara 

putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw? 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis.  

a. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan 

ilmu pengetahuan, terutama mengenai dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus persetubuhan dengan pelaku dan 

korban di bawah umur perkara putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi literatur baru 

yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah lainnya. 

b.  Kegunaan praktis ini diharapkan berguna sebagai masukan dan kontribusi positif 

bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus 

persetubuhan dengan pelaku dan korban di bawah umur, serta dapat menjadi 

bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem peradilan 

pidana anak. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah visualisasi atau gambaran konseptual yang menjelaskan 

hubungan antara berbagai variabel dalam penelitian, yang disusun berdasarkan 

teori-teori ilmiah yang relevan dan hasil penelitian sebelumnya. Melalui kerangka 

teoritis, peneliti dapat memetakan fenomena yang akan diteliti secara sistematis dan 

logis, serta menempatkan penelitian dalam konteks pengetahuan yang sudah ada.4 

 
4 Wibowo. Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan. STIKES Majapahit, 2014, hlm. 35-36. 
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Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim  

Alasan atau argumentasi yang dipakai hakim sebagai dasar hukum dalam memutus 

suatu perkara disebut pertimbangan hakim (ratio decidendi). Menurut Ahmad Rifai, 

aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis harus dipertimbangkan oleh putusan hakim, 

sehingga keadilan yang diwujudkan, dipertanggungjawabkan, dan ingin dicapai 

dalam putusan hakim adalah keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral 

justice), serta keadilan sosial (social justice).5  

Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya bersifat normatif, melainkan 

juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial. Apabila pertimbangan 

hakim tidak tepat, putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan tingkat lebih tinggi. 

Adapun aspek teori dasar pertimbangan hakim yaitu:6 

a) Aspek Yuridis: Penerapan hukum positif terhadap fakta hukum yang 

terungkap di persidangan, sehingga putusan memiliki dasar hukum yang sah 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. 

b) Aspek Filosofis: Pertimbangan mengenai nilai-nilai keadilan, kepastian, 

dan kemanfaatan dalam hukum, yang mencerminkan keadilan moral dan 

substantif, bukan hanya formalitas hukum. 

c) Aspek Sosiologis: Pengaruh kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai yang 

berlaku di masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan hukum, agar 

putusan relevan dan adil secara sosial. 

2. Teori Tujuan Pemidanaan 

Kualitas putusan hakim dapat dinilai dari sejauh mana hakim menguraikan dan 

mengembangkan teori-teori hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang 

sedang diperiksa. Hal ini mencakup bagaimana hakim membangun putusannya 

 
5 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), hlm. 126. 
6 Ibid. 
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dengan menggunakan teori pemidanaan tertentu atau bahkan tanpa mengacu pada 

teori sama sekali, asalkan dapat memberikan alasan yang jelas dan logis dalam 

putusan tersebut.7 

Saat ini, secara umum dikenal tiga teori utama mengenai tujuan pemidanaan, yaitu 

teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiga teori ini banyak dikemukakan 

oleh para ahli dengan mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai 

dalam proses penjatuhan hukuman. Selain itu, penerapan teori-teori tersebut juga 

tidak terlepas dari nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh para ilmuwan yang 

mengembangkannya.8 

a) Teori Absolut 

Teori absolut atau teori pembalasan muncul pada abad ke-17 dan didukung 

oleh tokoh seperti Immanuel Kant, Hegel, dan Herbart. Teori ini 

menyatakan bahwa pidana diberikan sebagai bentuk pembalasan atas 

perbuatan jahat pelaku. Hugo Grotius menyebutkan bahwa penderitaan 

yang dialami pelaku disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Johannes 

Andenaes menambahkan bahwa pidana berfungsi untuk memenuhi keadilan 

bagi korban dengan memberikan hukuman yang setimpal. Kant memandang 

pidana sebagai tuntutan moral, sedangkan Hegel melihatnya sebagai 

konsekuensi logis dari kejahatan. Herbart menegaskan bahwa pidana 

diperlukan untuk mengembalikan kepuasan masyarakat yang terganggu 

akibat kejahatanDengan demikian, teori absolut menempatkan pidana 

sebagai kewajiban mutlak yang harus dijatuhkan sebagai bentuk 

pembalasan, tanpa mempertimbangkan manfaat lain seperti pencegahan 

atau rehabilitasi. 

b) Teori Relatif 

Teori Relatif atau Utilitarian memandang pidana bukan sebagai bentuk 

pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk melindungi 

 
7 Henry, E., & Wibowo, A. Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak 

Pidana Narkotika. Unes Journal of Swara Justisia, 2(1), 2018, hlm. 22-33. 
8 Utami, S. N., Isma, A. N., & Jodi, F. F. Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap 

Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan 

Masyarakat, 2(01), 2024. 
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masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum. Tujuan utama teori ini 

adalah mencegah terjadinya tindak kejahatan melalui efek jera, baik bagi 

pelaku secara pribadi (pencegahan khusus) maupun bagi masyarakat luas 

(pencegahan umum). Selain itu, teori ini menekankan pentingnya 

rehabilitasi pelaku agar dapat memperbaiki perilaku dan kembali berperan 

positif dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, pemidanaan berfungsi 

tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mengarahkan 

pelaku dan menjaga ketertiban serta keamanan sosial secara berkelanjutan.9 

Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (utilitarian theory). Adapun 

tujuan pokok pemidanaan, yaitu: 

a. Mempertahankan ketertiban masyarakat; 

b. Memperbaiki   kerugian   yang   diterima   oleh   masyarakat sebagai 

akibat terjadinya kejahatan; 

c. Memperbaiki si penjahat;  

d. Membinasakan si penjahat; 

e. Mencegah kejahatan. 

Teori  tujuan  memiliki  2  (dua)  fungsi pencegahan,  yaitu  teori pencegahan  

umum  dan  teori  pencegahan  khusus. Oleh karena itu, pidana dijalankan 

untuk menghindari kejahatan di masa depan dan menjaga ketertiban sosial, 

bukan semata sebagai pembalasan. 

c) Teori Gabungan 

Teori gabungan atau teori modern mengintegrasikan unsur-unsur dari teori 

relatif (berorientasi pada tujuan) dan teori absolut (berbasis pembalasan) 

dalam konsep pemidanaan. Teori ini menegaskan bahwa pemidanaan 

memiliki dua fungsi yang saling melengkapi: pertama, sebagai bentuk kritik 

moral terhadap perbuatan salah yang bersifat pembalasan; kedua, sebagai 

upaya untuk merehabilitasi dan mengubah perilaku pelaku agar tidak 

mengulangi kesalahan di masa depan.10 

 
9 Muladi, A., & Nawawi, B. Teori-teori dan kebijakan Pidana. (No Title), 1998. 
10 Fardha, K. V. Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. INNOVATIVE: Journal Of Social 

Science Research, 3(5), 3982-3991, 2023. 



11 

 

 

Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 15/Pid.Sus-

Anak/2024/PN Liw menunjukkan penggunaan teori gabungan dalam pemidanaan 

anak pelaku. Teori ini berhasil menciptakan keseimbangan antara tuntutan keadilan 

masa lalu (pembalasan) dengan orientasi manfaat masa depan (pencegahan dan 

rehabilitasi). Unsur teori absolut terlihat jelas melalui penetapan pidana penjara di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang berfungsi sebagai kritik moral 

dan pembalasan setimpal atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Sementara itu, 

teori relatif tergambar nyata melalui penjatuhan sanksi pelatihan kerja dan 

penetapan masa pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa. Keputusan 

Hakim ini secara holistik bertujuan untuk merehabilitasi dan membekali anak 

pelaku agar dapat kembali produktif, sekaligus menegakkan hukum sebagai 

peringatan umum, sehingga mencerminkan sintesis antara tuntutan retributif dan 

kebutuhan utilitarian dalam sistem peradilan pidana anak. 

Tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP menunjukkan 

bahwa pemidanaan tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk pembalasan 

terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu 

sebagai sarana penegakan norma hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindak 

pidana serta mewujudkan ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat. Dalam hal 

ini, hukum pidana berfungsi untuk melindungi dan mengayomi kepentingan 

masyarakat secara umum. 

Selain itu, pemidanaan juga diarahkan pada upaya pembinaan terhadap terpidana 

melalui proses bimbingan yang berkesinambungan. Pembinaan tersebut bertujuan 

agar terpidana mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki perilakunya, serta 

kembali menjadi anggota masyarakat yang patuh terhadap hukum. Dengan 

demikian, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi, tetapi juga 

mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. 

Lebih lanjut, pemidanaan berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik yang 

timbul akibat tindak pidana. Melalui putusan pengadilan, diharapkan tercapai 

pemulihan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat yang sebelumnya 

terganggu. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP 
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mencerminkan pendekatan pemidanaan yang berlandaskan pada keadilan, 

kemanfaatan, dan perlindungan terhadap tatanan sosial. 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur yang menggambarkan secara lebih 

spesifik hubungan antar konsep-konsep yang menjadi dasar utama dalam sebuah 

penelitian. 

 

a. Dasar pertimbangan hakim 

Pertimbangan hakim adalah rangkaian alasan yang digunakan dalam memutus 

perkara oleh hakim, yang wajib didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang dan harus dimuat dalam putusan. Selain itu, 

hakim juga mempertimbangkan keadaan khusus yang melekat pada pelaku 

tindak pidana, yang meskipun tidak selalu diatur secara eksplisit dalam peraturan 

perundang-undangan, tetap relevan untuk dijadikan dasar pengambilan 

keputusan.11 

b. Pemidanaan 

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 

Nasional, Pemidanaan sebagai tindakan terhadap pelaku kejahatan dapat 

dianggap wajar karena tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga 

membawa dampak positif bagi terpidana, korban. Serta menjaga ketertiban dan 

keamanan masyarakat, membantu pelaku menyadari kesalahannya, serta 

memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, pemidanaan berperan dalam 

mencegah kejahatan berulang dan rehabilitasi pelaku.  

c. ⁠Persetubuhan 

Persetubuhan (coitus) adalah pertemuan antara 2 kelamin yang berbeda jenis 

dengan tujuan memenuhi kebutuhan biologis, khususnya kebutuhan seksual.12 

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, kata “bersetubuh” diartikan 

 
11 Raymon, D. P. ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKA 

PIDANA KEPADA YANG MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR, 2020. 
12 Farakhan Maghriby Abdullah. Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap 

Mayat di Indonesia. Jurist-Diction, 5(3). 2022. 
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sebagai melakukan hubungan badan atau kontak fisik yang intim antara suami 

dan istri, yaitu interaksi fisik antara dua orang yang berpasangan. 

d. Pelaku 

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana baik dengan sengaja maupun 

tanpa sengaja, sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Hal ini 

mencakup unsur niat maupun tindakan, tanpa memperhatikan apakah perbuatan 

tersebut berasal dari kemauan sendiri atau dipengaruhi oleh orang lain.13 

e. ⁠Korban  

Korban, atau yang sering disebut sebagai "victim", adalah merek yang 

mengalami penderitaan fisik maupun psikologis akibat tindakan orang lain yang 

melanggar   hak asasi atau merugikan kepentingan penderita. Secara lebih 

spesifik, korban adalah pihak yang secara sengaja, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, menjadi sasaran tindakan tersebut, yang berujung pada 

meningkatnya kerentanan emosional dan berkurangnya rasa keamanan diri.14 

f. Di bawah umur 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 

Seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

juga anak yang masih berada dalam kandungan. Sehingga dianggap belum 

dewasa secara hukum dan memerlukan perlindungan khusus, terutama dalam hal 

penegakan hukum dan perlakuan sosial. 

 

 

 

 

 
13 Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 165 
14 Rini, F., Daffa, L. K., & Fauzi, M. N. K. Hukum Peradilan Pidana Anak. Pusaka Media, 2022, 

hlm.155. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan dalam memahami 

keseluruhan isi skripsi ini secara lebih terstruktur dan jelas, adapun sistematika 

penulisan yaitu : 

I. PENDAHULUAN  

Bab ini memuat pendahuluan yang mencakup penjelasan tentang latar belakang, 

rumusan masalah dan batasan ruang lingkup, tujuan serta manfaat penelitian, 

kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini memuat tinjauan literatur mengenai berbagai konsep dan kajian terkait 

dengan penyusunan skripsi, yang diperoleh dari sejumlah referensi atau bahan 

pustaka mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 

terhadap kasus persetubuhan dengan pelaku dan korban di bawah umur. Bab ini 

bertujuan sebagai pengantar dalam memahami konsep-konsep umum serta pokok 

bahasan yang akan dibahas. Uraian dalam bab ini lebih bersifat teoritis, yang 

nantinya akan digunakan sebagai dasar perbandingan antara teori yang ada dengan 

kondisi aktual dalam pelaksanaan di lapangan.  

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini merupakan bab yang memuat tentang metode penelitian yang terdiri atas 

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, narasumber, prosedur pengumpulan 

data, serta analisis data. Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang akan digunakan 

dalam melaksanakan penelitian.  
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus persetubuhan dengan 

pelaku dan korban di bawah umur perkara putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2024/PN 

Liw tentang pertimbangan hukum dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.  

V. PENUTUP  

Bab ini berisikan kesimpulan umum terhadap jawaban rumusan masalah dari hasil 

penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah 

diambil demi perbaikan di masa yang akan datang.
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Pemidanaan 

1. Pengertian Pemidanaan 

Pemidanaan dapat dipahami sebagai proses penetapan serta pelaksanaan sanksi 

dalam hukum pidana. Istilah "pidana" biasanya dimaknai sebagai bentuk hukuman, 

sedangkan "pemidanaan" merujuk pada tindakan pemberian hukuman tersebut. 

Pemidanaan merupakan suatu proses hukum yang bertujuan untuk menjatuhkan 

pidana kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan 

suatu tindak pidana.  

 

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dapat dibenarkan secara normatif, 

bukan terutama karena pemidanaan tìersìebìut mìenghasilkan manfaat positif bagi 

tìerpidana maìupìun korban. Mìelainkan karìena adanya dasar pìembìenar sìecara yìuridis 

dan moral atas tindakan tìersìebìut.15 Pidana dibìerikan agar pìelakìu kìejahatan tidak 

mìengìulangi pìerbìuatannya dan orang lain tidak bìerani mìelakìukan kìejahatan sìerìupa. 

Pìembìerian pidana ataìu pìemidanaan dapat bìenar-bìenar tìerjadi apabila bìebìerapa 

tahap pìerìencanaan sìebagai bìerikìut: 

a. Pìembìerian pidana olìeh pìembìuat ìundang-ìundang 

b. Pìembìerian pidana olìeh badan yang bìerwìenang 

c. Pìembìerian pidana olìeh instansi pìelaksana yang bìerwìenang. 

 

2. Tìujìuan Pìemidanaan 

Pìemidanaan mìemiliki fìungsi yang sangat pìenting dalam sistìem hìukìum pidana, tidak 

hanya sìebagai alat ìuntìuk mìenjatìuhkan sanksi atas pìelanggaran hìukìum, tìetapi jìuga

 
15 Yuniar, H. L. Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan 

(Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid. B/2016/Pn. Gst). Jurnal Panah Hukum, 1(2), hlm.178-190. 
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sìebagai ìupaya dalam mìenjaga kìetìertiban sosial dan mìenìegakkan kìeadilan. Olìeh 

karìena itìu, pìemidanaan tidak sìemata-mata bìertìujìuan mìenghìukìum pìelakìu, 

mìelainkan jìuga mìencìerminkan bìeragam tìujìuan yang saling mìendìukìung dalam 

pìenìerapan hìukìum pidana sìecara mìenyìelìurìuh.  

 

Tìujìuan dari adanya pìemidanaan adalah ìuntìuk mìemahami karaktìer sìerta landasan 

hìukìum dari pìembìerian sanksi pidana itìu sìendiri. Franz von Liszt mìengìemìukakan 

sìuatìu dilìema dalam hìukìum pidana yang dikìenal dìengan ìungkapan 

"rìechtsgìutìerschìutz dìurch rìechtsgütìervìerlìetzìung", yang bìerarti bahwa hìukìum 

bìerìusaha mìelindìungi sìuatìu kìepìentingan dìengan cara mìelanggar kìepìentingan 

lainnya. Sìejalan dìengan itìu, Hìugo dìe Groot mìenyatakan bahwa "malìum passionis 

proptìer malìum actionis", yang dapat diartikan sìebagai pìendìeritaan dijatìuhkan 

kìepada sìesìeorang sìebagai konsìekìuìensi dari pìerbìuatan jahat yang tìelah dilakìukan.16 

 

Pandangan para ahli mìenìunjìukkan adanya pìerbìedaan pìendapat mìengìenai tìujìuan 

dari pìemidanaan. Sìebagian bìerpìendapat bahwa pidana bìerfìungsi sìebagai bìentìuk 

pìembalasan atas kìesalahan yang dilakìukan (dikìenal sìebagai tìeori absolìut ataìu 

rìetribìutivìe/vìergìeldings thìeoriìeën), sìemìentara kìelompok lain mìelihat pidana sìebagai 

alat ìuntìuk mìencapai tìujìuan-tìujìuan tìertìentìu yang bìersifat positif, sìepìerti pìencìegahan 

ataìu pìembinaan (disìebìut tìeori tìujìuan ataìu ìutilitarian/doìelthìeoriìeën). Sìelain itìu, 

tìerdapat pìula pìendìekatan yang bìerìusaha mìenggabìungkan kìedìua pandangan tìersìebìut 

dalam satìu kìesatìuan, yang dikìenal sìebagai tìeori gabìungan. 

 

Mìenìurìut Mìuladi, tìeori tìujìuan dalam pìemidanaan dikìenal dìengan istilah tìelìeological 

thìeoriìes, sìemìentara tìeori gabìungan disìebìut sìebagai pìendìekatan intìegratif tìerhadap 

tìujìuan pìemidanaan, yang dikìenal pìula dìengan sìebìutan thìeological rìetribìutivism. 

Pandangan ini mìenganggap bahwa pìemidanaan mìemiliki tìujìuan yang bìersifat 

majìemìuk, yakni mìerìupakan pìerpadìuan antara pìendìekatan ìutilitarian dan 

rìetribìutivis. Pìendìekatan ìutilitarian mìenìekankan bahwa pìemidanaan harìus 

mìembawa dampak positif yang dapat di ìukìur sìecara nyata dan mìenolak konsìep 

pìendìeritaan yang dibìerikan sìemata-mata ìuntìuk pìendìeritaan itìu sìendiri. Di sisi lain, 

 
16 Bambang, P. Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah, 1982, hlm.27. 
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pìerspìektif rìetribìutivis mìenìekankan bahwa kìeadilan barìu dapat tìercapai apabila 

pìemidanaan dijalankan bìerdasarkan prinsip-prinsip kìeadilan, misalnya dìengan 

mìemastikan bahwa pìendìeritaan yang ditimbìulkan olìeh hìukìuman tidak mìelìebihi 

tingkat kìesalahan ataìu pìelanggaran yang dilakìukan olìeh pìelakìu.17 

 

Tìujìuan pìemidanaan ini mìerìupakan alasan mìendasar mìengapa hìukìuman dijatìuhkan 

kìepada pìelakìu tindak pidana. Tìujìuan ini mìencìerminkan harapan dalam sistìem 

hìukìum pidana yang tidak hanya bìerfokìus pada pìembìerian sanksi, tìetapi jìuga pada 

pìengatìuran pìerilakìu sìerta pìerlindìungan tìerhadap masyarakat sìecara lìuas. 

 

3. Jìenis- jìenis Pìemidanaan 

Dalam sistìem hìukìum pidana di Indonìesia, pìemidanaan tidak sìemata-mata bìertìujìuan 

ìuntìuk mìembalas ataìu mìembìeri ìefìek jìera kìepada pìelakìu kìejahatan, mìelainkan jìuga 

bìerfìungsi sìebagai ìupaya pìembinaan, pìencìegahan kìejahatan di masa mìendatang, 

sìerta pìerlindìungan bagi masyarakat. Olìeh karìena itìu, jìenis-jìenis pidana yang dapat 

dijatìuhkan bìersifat bìeragam, disìesìuaikan dìengan tingkat kìesìeriìusan tindak pidana 

sìerta kìeadaan pìelakìu. Ada 2 jìenis-jìenis pidana yang diatìur dalam pasal 10 KUHP 

hìukìum pidana Indonìesia yaitìu: 

1. Pidana Pokok 

a. Pidana mati 

b. Pidana pìenjara 

c. Pidana kìurìungan 

d. Pidana dìenda 

 

2. Pidana Tambahan 

a. Pìencabìutan hak-hak tìertìentìu 

b. Pìerampasan barang-barang tìertìentìu 

c. Pìengìumìuman pìutìusan hakim 

 

 
17 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni, 2004, hlm.49-51. 
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Bìerikìut ini pìenjìelasan tìentang jìenis-jìenis dari pidana tìersìebìut di atas adalah sìebagai 

bìerikìut: 

1. Pidana Pokok 

a. Pidana mati 

Indonìesia tìermasìuk dalam kìelompok nìegara yang masih mìembìerlakìukan dan 

mìengakìui kìeabsahan pidana mati sìebagai salah satìu bìentìuk sanksi pidana 

tìerhadap pìelakìu kìejahatan bìerat. Pidana  mati tidak hanya dianggap sìebagai 

bìentìuk hìukìuman paling ìekstrìem, tìetapi jìuga mìemiliki ìefìek psikologis yang 

mìendalam, tìerìutama bagi narapidana yang tìengah mìenìunggìu pìelaksanaan 

ìeksìekìusi. 

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana (KUHP), tìerdapat sìembilan 

jìenis tindak pidana yang diancam dìengan hìukìuman mati. Di antaranya adalah: 

makar tìerhadap Prìesidìen dan Wakil Prìesidìen sìebagaimana tìercantìum dalam 

Pasal 104; mìembìujìuk nìegara asing ìuntìuk mìemìusìuhi ataìu mìemìerangi 

Indonìesia dan pìermìusìuhan itìu bìenar-bìenar tìerjadi, sìebagaimana diatìur dalam 

Pasal 111 ayat (2); mìembantìu mìusìuh saat nìegara dalam kìeadaan pìerang 

mìenìurìut Pasal 124 ayat (1); mìenghasìut, mìemìudahkan, ataìu mìenyìebabkan 

tìerjadinya kìerìusìuhan pìublik (Pasal 124 bis); makar tìerhadap kìepala nìegara 

asing yang bìerìujìung pada kìematian (Pasal 140 ayat [3]); pìembìunìuhan yang 

dirìencanakan tìerlìebih dahìulìu (Pasal 340); pìencìurian dìengan kìekìerasan yang 

mìenyìebabkan lìuka bìerat ataìu kìematian (Pasal 365 ayat [4]); pìembajakan di 

wilayah pìerairan sìepìerti laìut, pantai, ataìu sìungai yang mìenimbìulkan korban 

jiwa (Pasal 444); sìerta kìejahatan tìerkait pìenìerbangan ataìu fasilitas 

pìenìerbangan sìebagaimana diatìur dalam Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o 

ayat (2) KUHP. 18 

 

 

 
18

 Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza. Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi: Kajian Teori Zawajir dan Jawabir. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik 

Hukum, 6(1), 2017,  hlm. 156-174. 
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Kìetìentìuan tìentang pidana mati tidak hanya tìertìuang dalam KUHP, tìetapi jìuga 

tìerdapat dalam sìejìumlah pìeratìuran pìerìundang-ìundangan di lìuar KUHP. 

Pìeratìuran ini ìumìumnya mìengatìur tindak pidana khìusìus yang mìemiliki 

ancaman hìukìuman bìerat. Hal ini mìenìunjìukkan bahwa hìukìum pidana 

Indonìesia mìembìerikan pìerlindìungan ìekstra tìerhadap kìejahatan tìertìentìu. 

Dìengan dìemikian, pidana mati ditìerapkan sìebagai bìentìuk sanksi yang paling 

tìegas. Pìenìerapan ini bìertìujìuan ìuntìuk mìenimbìulkan ìefìek jìera sìekaligìus 

mìenjaga kìeamanan dan kìetìertiban nìegara. 

 

Sìelain mìenjalankan pìeran sìebagai bìentìuk balasan atas kìejahatan yang 

dilakìukan (rìetribìutif), hìukìuman mati jìuga dipìercaya mìemiliki nilai 

pìencìegahan (prìevìentif), baik dalam arti lìuas ìuntìuk mìembìerikan ìefìek jìera 

kìepada masyarakat, maìupìun dalam arti sìempit ìuntìuk mìencìegah pìelakìu 

mìelakìukan tindak pidana sìerìupa di kìemìudian hari. Namìun dìemikian, sìeiring 

dìengan pìerkìembangan pìemikiran hìukìum kontìemporìer, pìenìerapan hìukìuman 

mati mìulai mìendapat pìeninjaìuan kìembali mìelalìui pìerspìektif yang lìebih 

bìeroriìentasi pada nilai-nilai kìemanìusiaan, khìusìusnya yang bìerkaitan dìengan 

pìerlindìungan hak asasi manìusia. 

 

b. Pidana pìenjara 

Pidana pìenjara mìerìupakan jìenis hìukìuman yang dijatìuhkan olìeh nìegara 

kìepada sìesìeorang yang tìerbìukti mìelanggar hìukìum pidana, dìengan cara 

mìembatasi kìebìebasan fisiknya mìelalìui pìenìempatan di lìembaga 

pìemasyarakatan. Hìukìuman pìenjara ditìerapkan dalam bìerbagai tingkat dìurasi, 

dimìulai dari masa tahanan paling singkat satìu hari hingga pidana pìenjara 

sìeìumìur hidìup, bìerdasarkan pìutìusan pìengadilan. 

Mìenìurìut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, pidana p ìenjara adalah jìenis 

hìukìuman yang ìesìensinya tìerlìetak pada pìencabìutan kìebìebasan individìu. 

Bìentìuk kìehilangan kìemìerdìekaan ini tidak hanya tìercìermin dalam pidana 
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pìenjara, tìetapi jìuga dapat diwìujìudkan mìelalìui tindakan pìengasingan. 19 

Sìedangkan P.A.F. Lamintang, bìerpìendapat bahwa pidana pìenjara adalah 

bìentìuk hìukìuman yang mìembatasi kìebìebasan fisik sìesìeorang dìengan 

mìenìempatkannya di lìembaga pìemasyarakatan, di mana ia harìus tìundìuk pada 

pìeratìuran intìernal, dan pìelanggaran tìerhadap pìeratìuran tìersìebìut akan dikìenai 

sanksi tata tìertib. 20 

Dari bìebìerapa ahli tìentang pidana pìenjara diatas sìecara prinsip, pidana 

pìenjara mìerìupakan bìentìuk sanksi pidana yang mìengarah pada pìengìurangan 

ataìu pìenghapìusan hak kìebìebasan individìu, khìusìusnya dalam hal kìebìebasan 

bìergìerak. Pìelaksanaan pidana ini dilakìukan dìengan mìenìempatkan narapidana 

di dalam lìembaga pìemasyarakatan, tìempat di mana mìerìeka diwajibkan 

mìematìuhi sìelìurìuh kìetìentìuan yang bìerlakìu. Kìetidakpatìuhan tìerhadap 

kìetìentìuan tìersìebìut dapat bìerakibat pada dibìerikannya sanksi disiplinìer 

tambahan. 

c. Pidana kìurìungan 

Pidana kìurìungan tìermasìuk salah satìu jìenis pidana pokok yang diatìur dalam 

Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana (KUHP). Hìukìuman ini bìerìupa 

pìembatasan kìebìebasan sìesìeorang ìuntìuk jangka waktìu tìertìentìu, dìengan sifat 

yang lìebih ringan jika dibandingkan dìengan pidana pìenjara. Biasanya, pidana 

kìurìungan dibìerikan ìuntìuk pìelanggaran ringan ataìu tindak pidana yang tidak 

tìerlalìu bìerat. Dalam pìelaksanaannya, pidana ini dapat digantikan dìengan 

dìenda ataìu kìurìungan pìengganti dìenda. Narapidana yang mìenjalani pidana 

kìurìungan biasanya ditìempatkan di rìuang tahanan khìusìus yang tìerpisah dari 

narapidana yang mìenjalani pidana pìenjara dan mìemiliki hak sìerta atìuran 

tìertìentìu sìesìuai dìengan kìetìentìuan hìukìum yang bìerlakìu. 

 
19  A.Z. Abidin Farid & Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, 

Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, 

hlm. 91. 

20 P. A. F,  Lamintang. & F. T, Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Sinar Grafika. 

2022. 
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Dasar hìukìum pidana kìurìungan tìerdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-

Undang Hìukìum Pidana, pidana kìurìungan disìebìut sìebagai salah satìu jìenis 

pidana pokok sìelain pidana pìenjara dan dìenda. Pasal ini mìenìegaskan bahwa 

pidana kìurìungan dapat dijatìuhkan sìebagai hìukìuman bagi pìelakìu tindak 

pidana tìertìentìu, sìesìuai dìengan ancaman yang diatìur dalam pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu. 

Pasal 18 KUHP mìengatìur mìengìenai hìubìungan sìubstitìusi antara pidana dìenda 

dan pidana kìurìungan. Dalam kìetìentìuan ini, dijìelaskan bahwa apabila pidana 

dìenda tidak dapat dibayar olìeh tìerpidana, maka sanksi tìersìebìut dapat 

digantikan dìengan pidana kìurìungan. Sìebaliknya, pidana kìurìungan jìuga dapat 

diganti dìengan dìenda apabila hal tìersìebìut ditìentìukan olìeh pìeratìuran ataìu 

pìutìusan pìengadilan. 

d. Pidana dìenda 

Pidana dìenda adalah salah satìu bìentìuk pidana pokok dalam KUHP yang 

mìewajibkan tìerpidana mìembayar sìejìumlah ìuang kìepada nìegara sìebagai 

konsìekìuìensi atas pìerbìuatannya. Sanksi ini hanya bìersifat finansial, bìukan 

pìembatasan kìebìebasan fisik, dan biasanya ditìerapkan pada tindak pidana 

ringan ataìu sìebagai altìernatif tìerhadap pidana kìurìungan ataìu pìenjara. Apabila 

tìerpidana tidak mampìu mìembayar dìenda, KUHP mìengatìur bahwa hìukìuman 

tìersìebìut dapat dialihkan mìenjadi pidana kìurìungan, sìesìuai kìetìentìuan dalam 

Pasal 30 dan 31 KUHP. 

2. Pidana Tambahan 

Pidana tambahan mìerìupakan bìentìuk hìukìuman yang bisa dijatìuhkan olìeh hakim 

sìebagai pìelìengkap dari pidana pokok, namìun tidak bìersifat wajib. Tìujìuannya 

adalah ìuntìuk mìembìerikan ìefìek hìukìum yang lìebih lìuas, sìepìerti mìemìulihkan 

kìerìugian nìegara ataìu mìembatasi hak-hak tìertìentìu dari pìelakìu tindak pidana. 

Dalam praktik hìukìum Indonìesia, jìenis pidana ini tìelah diatìur baik dalam KUHP 

maìupìun ìundang-ìundang khìusìus. 
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a. Pìencabìutan hak-hak tìertìentìu 

Mìenìurìut kìetìentìuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabìut olìeh 

hakim dìengan sìuatìu pìutìusan adalah: (a) Hak mìemìegang jabatan pada 

ìumìumnya ataìu jabatan yang tìertìentìu; (b) Hak mìenjalankan jabatan dalam 

Angkatan Bìersìenjata/TNI; (c) Hak mìemilih dan dipilih dalam pìemilihan yang 

diadakan bìerdasarkan atìuran-atìuran ìumìum; (d) Hak mìenjadi pìenasihat 

hìukìum ataìu pìengìurìus atas pìenìetapan pìengadilan, hak mìenjadi wali, wali 

pìengawas, pìengampìu ataìu pìengampìu pìengawas atas anak yang bìukan anak 

sìendiri. (ìe) Hak mìenjalankan kìekìuasaan bapak, mìenjalankan pìerwalian ataìu 

pìengampìuan atas anak sìendiri. (f) Hak mìenjalankan mata pìencaharian.21 

Pìencabìutan hak akan mìulai ìefìektif sìejak hari pìutìusan hakim dapat 

dilaksanakan. Namìun, hakim tidak mìemiliki kìewìenangan ìuntìuk 

mìembìerhìentikan pìejabat dari jabatannya apabila dalam pìeratìuran khìusìus 

tìelah ditìetapkan bahwa kìewìenangan pìemìecatan tìersìebìut bìerada di tangan 

pihak lain. 

b. Pìerampasan barang-barang tìertìentìu 

Mìenìurìut kìetìentìuan dalam KUHP, Pasal 10 mìengatìur bahwa pìerampasan 

barang-barang tìertìentìu mìerìupakan salah satìu bìentìuk dari pidana tambahan. 

Kìetìentìuan mìengìenai pìerampasan barang-barang tìertìentìu tìerdapat dalam Pasal 

39 KUHP yaitìu :22 

 

1) Barang-barang kìepìunyaan tìerpidana yang dipìerolìeh dari kìejahatan ataìu 

yang sìengaja dipìergìunakan ìuntìuk mìelakìukan kìejahatan, dapat dirampas; 

2) Dalam hal pìemidanaan karìena kìejahatan yang tidak dilakìukan dìengan 

sìengaja ataìu karìena pìelanggaran, dapat jìuga dijatìuhkan pìutìusan pìerampasan 

bìerdasarkan hal-hal yang tìelah ditìentìukan dalam ìundang-ìundang; 

 
21 Dina, F. I., Haris R, S., & Rini, A. Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam 

Perspektif Hak Asasi Manusia. Risalah Hukum, 2020, hlm. 68-82. 
22 Editorial. (2021, September 25). Pasal 39 KUHP. https://cekhukum.com/pasal-39-kitab-undang-

undang-hukum-pidana-kuhp/. 
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3) Pìerampasan dapat dilakìukan tìerhadap orang yang bìersalah yang 

disìerahkan kìepada pìemìerintah, tìetapi hanya atas barang-barang yang tìelah 

disita. 

 

c. Pìengìumìuman pìutìusan hakim 

Pìengìumìuman pìutìusan olìeh hakim mìerìupakan prosìes pìenyampaian rìesmi 

hasil akhir pìemìeriksaan pìerkara olìeh hakim ataìu majìelis hakim, yang 

dilakìukan dìengan mìembacakan pìutìusan dalam pìersidangan yang bìersifat 

tìerbìuka ìuntìuk ìumìum. Dalam sistìem hìukìum acara di Indonìesia, tahap ini 

mìenandai bìerakhirnya prosìes pìersidangan di tingkat pìertama sìebìelìum 

dilanjìutkan kìe tahap ataìu ìupaya hìukìum bìerikìutnya jika dipìerlìukan. 

Kìetìentìuan mìengìenai pìengìumìuman pìutìusan hakim tìercantìum dalam Pasal 43 

Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana (KUHP), yang mìenyatakan bahwa 

”jika hakim mìemìerintahkan agar pìutìusan diìumìumkan, baik bìerdasarkan 

KUHP maìupìun pìeratìuran ìumìum lainnya. maka harìus dijìelaskan pìula tata cara 

pìelaksanaannya, yang pìembiayaannya dibìebankan kìepada tìerpidana. Pidana 

tambahan bìerìupa pìengìumìuman pìutìusan hanya dapat dikìenakan dalam 

kondisi-kondisi tìertìentìu yang sìecara tìegas diatìur olìeh ìundang-ìundang”. 

 

B. Tinjaìuan Umìum Tìentang Anak  

1. Pìengìertian Anak  

Sìecara ìumìum, anak mìerìupakan sìeorang individìu yang sìedang mìengalami prosìes 

tìumbìuh kìembang dalam bìerbagai aspìek kìehidìupannya, mìelipìuti jasmani, pikiran, 

pìerasaan, dan hìubìungan sosial. Masa ini dimìulai sìejak kìelahiran hingga individìu 

tìersìebìut mìencapai tingkat kìematangan ataìu kìedìewasaan tìertìentìu sìesìuai standar 

yang bìerlakìu dalam masyarakat.  

 

Bìerdasarkan kìetìentìuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Rìepìublik Indonìesia 

Nomor 35 Tahìun 2014 tìentang Pìerlindìungan Anak, yang dimaksìud dìengan anak 

adalah sìetiap orang yang bìelìum mìencapai ìusia 18 tahìun, tìermasìuk janin yang masih 

bìerada dalam kandìungan. Dìengan dìemikian, hak-hak hìukìum dan pìerlindìungan 
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nìegara jìuga bìerlakìu bagi anak yang bìelìum lahir. Mìeskipìun pada dasarnya anak 

mìerìupakan sìubjìek yang harìus dilindìungi, dìewasa ini tidak jarang ditìemìukan kasìus 

anak yang tìerlibat dalam tindak pidana. Anak yang masih bìerada di bawah ìusia 

tìertìentìu dan mìelakìukan pìerbìuatan mìelawan hìukìum mìemiliki pìengìertian dan batas 

ìusia yang bìerbìeda dari pìelakìu dìewasa.   

 

Mìengingat statìus mìerìeka yang bìelìum mìencapai kìedìewasaan sìecara hìukìum dan 

psikologis, dipìerlìukan pìendìekatan yang bìersifat khìusìus dan bìerbìeda dalam prosìes 

pìenanganan pìerkara pidana yang mìelibatkan anak. Bìerdasarkan kìetìentìuan dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahìun 2012 tìentang Sistìem Pìeradilan Pidana Anak, 

digìunakan istilah "anak yang bìerkonflik dìengan hìukìum" ìuntìuk mìerìujìuk pada 

individìu yang masih bìerìusia antara 12 hingga di bawah 18 tahìun dan didìuga 

mìelakìukan pìerbìuatan yang mìelanggar kìetìentìuan pidana. 

 

2. Pìerlindìungan Anak 

Pìerlindìungan anak mìerìupakan sìerangkaian tindakan dan ìupaya yang bìertìujìuan 

ìuntìuk mìenjamin sìerta mìelindìungi hak-hak anak agar mìerìeka dapat mìempìerolìeh 

kìesìempatan hidìup, tìumbìuh, dan bìerkìembang sìecara optimal sìesìuai dìengan martabat 

kìemanìusiaannya. Sìelain itìu, pìerlindìungan ini jìuga mìelipìuti pìencìegahan tìerhadap 

bìerbagai bìentìuk kìekìerasan, diskriminasi, sìerta pìerlakìuan yang mìerìugikan anak 

sìecara fisik, psikologis, maìupìun sosial. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014 yang mìengìubah Undang-Undang Nomor 

23 Tahìun 2002 tìentang Sistìem Pìerlindìungan Anak mìenyatakan bahwa 

pìerlindìungan anak mìencakìup sìelìurìuh ìupaya yang dilakìukan ìuntìuk mìenjamin sìerta 

mìenjaga hak-hak anak agar mìerìeka dapat hidìup, bìerkìembang, dan bìerpìeran sìecara 

maksimal sìesìuai dìengan martabat dan nilai kìemanìusiaannya. Sìelain itìu, 

pìerlindìungan ini jìuga bìertìujìuan mìencìegah sìegala bìentìuk kìekìerasan dan 

diskriminasi yang dapat mìerìugikan anak. 

Anak-anak mìemìerlìukan pìerlindìungan yang mìenyìelìurìuh dari bìerbagai jìenis 

kìejahatan yang bìerpotìensi mìerìusak pìertìumbìuhan fisik, mìental, dan rohaninya. Olìeh 

karìena itìu, kìetìerlibatan aktif dari sìelìurìuh ìelìemìen masyarakat sangat pìenting agar 



26 

 

 

kìebijakan dan rìegìulasi yang tìelah ditìetapkan olìeh pìemìerintah dapat 

diimplìemìentasikan sìecara optimal dan mìembìerikan dampak nyata. 

 

C. Tindak Pidana Pìersìetìubìuhan Tìerhadap Anak 

1. Pìengìertian Tindak Pidana Pìersìetìubìuhan tìerhadap Anak 

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana, dikìenal istilah 

strafbaarfìeit, sìedangkan dalam litìeratìur hìukìum pidana istilah yang sìering digìunakan 

adalah dìelik. Sìemìentara itìu, pìembìuat ìundang-ìundang dalam mìerìumìuskan pìeratìuran 

lìebih sìering mìemakai istilah pìeristiwa pidana, pìerbìuatan pidana, ataìu tindak pidana.  

Tindak pidana pìersìetìubìuhan tìerhadap anak mìerìupakan bìentìuk pìerbìuatan mìelawan 

hìukìum di mana pìelakìu mìelakìukan hìubìungan ataìu tindakan sìeksìual tìerhadap anak 

yang bìelìum bìerìusia dìelapan bìelas tahìun, baik dìengan adanya pìersìetìujìuan maìupìun 

tanpa pìersìetìujìuan dari anak tìersìebìut.23 

Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014 tìentang Pìerlindìungan Anak mìenìegaskan 

bahwa anak mìerìupakan sìubjìek yang wajib mìempìerolìeh pìerlindìungan dari sìegala 

bìentìuk kìekìerasan dan ìeksploitasi sìeksìual, tìermasìuk pìerbìuatan pìersìetìubìuhan. Dalam 

Pasal 76D diatìur bahwa sìetiap orang dilarang mìemaksa anak ìuntìuk mìelakìukan 

pìersìetìubìuhan, baik dìengan dirinya sìendiri maìupìun dìengan pihak lain. Sìemìentara 

itìu, Pasal 81 ayat (1) mìenjìelaskan bahwa pìelakìu pìersìetìubìuhan tìerhadap anak dapat 

dikìenakan sanksi bìerìupa pidana pìenjara dan/ataìu dìenda. 

Pìeratìuran ini mìenìegaskan bahwa pìersìetìubìuhan tìerhadap anak tìetap dipandang 

sìebagai tindak pidana, mìeskipìun dilakìukan tanpa adanya ìunsìur kìekìerasan ataìu 

ancaman. Hal tìersìebìut disìebabkan karìena sìecara hìukìum, anak bìelìum mìemiliki 

kìemampìuan ìuntìuk mìembìerikan pìersìetìujìuan yang sah dalam hìubìungan sìeksìual. 

 
23 Anastasia Hana Sitompul, 2015, "Kajian Hukum Tentang Tindak Persetubuhan terhadap anak di 

Indonesia." Lex Crimen, Vol. 4, No. 1, hlm. 91. 
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Olìeh karìena itìu, pìerbìuatan pìersìetìubìuhan tìerhadap anak tìermasìuk dalam katìegori 

dìelik khìusìus yang mìendapatkan pìerlindìungan hìukìum sìecara maksimal dari nìegara. 

2. Unsìur-Unsìur Tindak Pidana Pìersìetìubìuhan tìerhadap Anak 

Dalam hìukìum pidana, sìuatìu pìerbìuatan dikatakan sìebagai tindak pidana apabila 

mìemìenìuhi sìejìumlah ìunsìur yang tìelah ditìetapkan olìeh pìeratìuran pìerìundang-

ìundangan. Hal yang sama bìerlakìu ìuntìuk tindak pidana pìersìetìubìuhan tìerhadap anak, 

Unsìur-ìunsìur tindak pidana dapat dibìedakan mìenjadi dìua katìegori ìutama, yaitìu 

ìunsìur objìektif dan ìunsìur sìubjìektif: 24 

a. Unsìur Objìektif 

Unsìur objìektif mìerìujìuk pada ìelìemìen yang bìerada di lìuar diri pìelakìu, bìerkaitan 

dìengan kìeadaan ataìu kontìeks di mana pìerbìuatan dilakìukan. Unsìur ini mìencakìup: 

1) Pìerbìuatan, yaitìu tindakan nyata yang dilakìukan olìeh pìelakìu. 

2) Objìek, yaitìu sasaran ataìu pihak yang mìenjadi korban dari tindak pidana. 

3) Anak di bawah ìumìur, yang mìenjadi korban dalam kontìeks tindak pidana 

pìersìetìubìuhan tìerhadap anak, sìebagaimana diatìur dalam ìundang-ìundang 

pìerlindìungan anak. 

 

b. Unsìur Sìubjìektif 

Unsìur sìubjìektif tìerdapat dalam diri pìelakìu, tìerkait dìengan sikap batin ataìu niat 

pìelakìu saat mìelakìukan tindak pidana. Unsìur ini mìelipìuti: 

1) Kìesìengajaan (Dolìus), yakni pìerbìuatan dilakìukan dìengan kìehìendak sadar 

dari pìelakìu. 

2) Kìealpaan (Cìulpa), yaitìu pìerbìuatan yang dilakìukan tanpa kìehìendak ataìu 

kìetidaksìengajaan pìelakìu. 

3) Niat (Voornìemìen), bìerkaitan dìengan pìercobaan ataìu poging, sìepìerti yang 

diatìur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 

 
24 Lamintang, Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm 194 
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4) Maksìud (Oogmìerk), contohnya ditìerapkan pada kìejahatan pìembìunìuhan 

mìenìurìut Pasal 340 KUHP. 

5) Dìengan tìerlìebih dahìulìu (Mìet Voorbìedachtìe Raad), yakni pìerbìuatan yang 

dilakìukan bìerdasarkan rìencana ataìu pìertimbangan matang sìebìelìum 

dilaksanakan. 

6) Pìerasaan takìut (Vrìeìes), yakni pìelakìu mìelakìukan pìerbìuatan dìengan adanya 

rasa takìut yang mìemìengarìuhi tindakannya. 

Dìengan pìemahaman ini, ìunsìur objìektif mìenìunjìukkan aspìek ìekstìernal dari tindak 

pidana, sìemìentara ìunsìur sìubjìektif mìenìekankan motivasi, niat, ataìu kìesadaran 

pìelakìu dalam mìelakìukan pìerbìuatan pidana. 

 

D. Tìeori Dasar Pìertimbangan Hakim 

Pìertimbangan hakim dalam mìenjatìuhkan sìuatìu pìutìusan sìebaiknya dianalisis dìengan 

mìengacìu pada tìeori-tìeori hìukìum sìerta hasil pìenìelitian yang rìelìevan, agar tìercapai 

pìutìusan yang sìeimbang antara aspìek tìeoritis dan pìenìerapannya di lapangan. Sìebagai 

bagian dari aparat pìenìegak hìukìum, hakim mìemiliki pìeran pìenting karìena mìelalìui 

kìepìutìusannya, dapat tìercìermin sìejaìuh mana kìepastian hìukìum dapat diwìujìudkan. 

Pìutìusan hakim pada dasarnya adalah hìukìum Sìebagaimana kaidah hìukìum pada 

ìumìumnya, pìutìusan hakim wajib dihormati dan dipatìuhi karìena mìemiliki kìekìuatan 

hìukìum yang mìengikat bagi para pihak yang bìerpìerkara. Artinya, kìepìutìusan yang 

dijatìuhkan olìeh hakim harìus dianggap sah dan bìerlakìu, sìelama bìelìum dibatalkan 

ataìu dipìerbaiki olìeh pìengadilan pada tingkat yang lìebih tinggi, mìeskipìun sìecara 

matìeriil pìutìusan tìersìebìut mìungkin tidak sìepìenìuhnya tìepat.25 

Mìenìurìut Mackìenziìe, tìerdapat bìebìerapa pìendìekatan ataìu tìeori yang dapat dijadikan 

acìuan olìeh hakim dalam mìempìertimbangkan pìenjatìuhan pìutìusan atas sìuatìu 

pìerkara. Pìendìekatan-pìendìekatan tìersìebìut digìunakan sìebagai landasan ìuntìuk 

mìemastikan bahwa pìutìusan yang diambil tidak hanya sìesìuai dìengan kìetìentìuan 

 
25  Sri, D. R., & Yulia, M. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana 

Narkotika. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 1(1), 2020  hlm. 125-137. 



29 

 

 

hìukìum yang bìerlakìu, tìetapi jìuga mìencìerminkan kìeadilan sìubstantif dalam prosìes 

pìeradilan. Ada bеbеrapa tеori ataìu pеndеkatan yang dapat dipеrgìunakan olеh hakim 

dalam mеmpеrtimbangkan pеnjatìuhan pìutìusan dalam sìuatìu pеrkara, yaitìu sеbagai 

bеrikìut:26 

1. Tìeori Kìesìeimbangan, mìengacìu pada konsìep pìemidanaan yang mìenìekankan 

pìentingnya mìenciptakan kìesìelarasan antara kìetìentìuan hìukìum yang tìelah 

diatìur dalam ìundang-ìundang dìengan kìepìentingan bìerbagai pihak yang 

tìerlibat dalam sìuatìu pìerkara. Tìeori ini mìenìegaskan bahwa pìenìerapan hìukìum 

tidak hanya bìerfokìus pada satìu aspìek, sìepìerti pìenìegakan atìuran sìemata, 

tìetapi jìuga harìus mìempìerhatikan hak dan kìepìentingan korban, pìelakìu, 

kìelìuarga, sìerta masyarakat. Sìetiap pìutìusan hìukìum hìendaknya 

mìempìertimbangkan aspìek yìuridis maìupìun non-yìuridis agar tìercipta 

kìepìutìusan yang adil, proporsional, dan manìusiawi. Dalam praktiknya, tìeori 

ini mìendorong hakim mìenyìeimbangkan pìertanggìungjawaban pìelakìu, 

pìerlindìungan korban, sìerta tìujìuan pìemidanaan yang bìersifat rìehabilitatif 

dan prìevìentif. Pìendìekatan ini mìemastikan bahwa prosìes pìeradilan tidak 

hanya mìenìegakkan hìukìum sìecara formal, tìetapi jìuga mìenjaga 

kìesìeimbangan sosial dan moral dalam masyarakat. 

2. Tìeori Pìendìekatan Intìuisi, Pìenjatìuhan pìutìusan olìeh hakim mìerìupakan bìentìuk 

diskrìesi ataìu kìewìenangan yang dimiliki olìeh hakim. Dalam mìenjalankan 

diskrìesi tìersìebìut, hakim mìenyìesìuaikan kìepìutìusan bìerdasarkan kondisi dan 

tingkat hìukìuman yang dianggap adil ìuntìuk sìetiap pìelakìu tindak pidana. 

Pada pìerkara pìerdata, hakim mìempìertimbangkan kìeadaan para pihak yang 

bìersìengkìeta, yaitìu pìenggìugat dan tìergìugat, sìedangkan pada pìerkara pidana, 

fokìusnya adalah pada tìerdakwa dan pìenìuntìut ìumìum. Pìendìekatan sìeni dalam 

pìenjatìuhan pìutìusan lìebih mìengandalkan insting ataìu intìuisi hakim 

dibandingkan dìengan sìekadar pìengìetahìuan hìukìum sìemata. 

3. Tìeori Pìendìekatan Kìeilmìuan, bahwa prosìes pìenjatìuhan pidana harìus 

dilakìukan sìecara sistìematis dan pìenìuh kìehati-hatian. Dasar pìemikiran tìeori 

ini adalah bahwa hakim pìerlìu mìempìertimbangkan pìutìusan-pìutìusan 

 
26 Ahmad, Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, 

Sinar Grafika, 2010 hlm. 102-112. 
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sìebìelìumnya ìuntìuk mìenjaga konsistìensi dan kìesìeragaman dalam 

pìengambilan kìepìutìusan. Pìendìekatan ini mìenìekankan pìentingnya analisis 

yang cìermat tìerhadap fakta kasìus, hìukìum yang bìerlakìu, dan prinsip-prinsip 

yìuridis agar sìetiap pìutìusan bìersifat rasional, adil, dan dapat 

dipìertanggìungjawabkan. Dìengan dìemikian, tìeori ini mìendorong hakim 

ìuntìuk tidak sìemata-mata bìertindak sìecara intìuitif, tìetapi mìenggìunakan 

pìertimbangan ilmiah dan logis dalam m ìenìentìukan jìenis dan tingkat pidana 

yang dijatìuhkan. 

4. Tìeori Pìendìekatan Pìengalaman mìenìekankan bahwa pìengalaman yang 

dimiliki hakim mìenjadi faktor pìenting dalam mìenangani bìerbagai pìerkara 

sìehari-hari. Pìengìetahìuan praktis dan wawasan yang dip ìerolìeh dari 

pìengalaman sìebìelìumnya mìembantìu hakim mìembìuat kìepìutìusan yang lìebih 

tìepat dan bijaksana. Pìendìekatan ini mìemìungkinkan hakim ìuntìuk mìenilai 

fakta kasìus, mìemahami pìerilakìu pìelakìu, sìerta mìenyìeimbangkan 

kìepìentingan hìukìum dan sosial bìerdasarkan pìengalaman nyata. Dìengan 

dìemikian, pìengalaman hakim bìerpìeran dalam mìempìerkìuat kìualitas 

pìertimbangan hìukìum dan mìemastikan pìutìusan yang diambil lìebih akìurat, 

adil, dan sìesìuai kontìeks kasìus. 

5. Tìeori Ratio Dìecidìendi, tìeori ini bìerlandaskan pada prinsip-prinsip filsafat 

dìengan mìempìertimbangkan sìelìurìuh aspìek yang tìerkait dìengan pokok 

pìerkara yang sìedang dipìersìengkìetakan. Sìelanjìutnya, pìencarian pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan yang rìelìevan dilakìukan sìebagai dasar hìukìum dalam 

pìengambilan kìepìutìusan. Pìertimbangan hakim dalam mìenjatìuhkan pìutìusan 

harìus didasarkan pada motivasi yang j ìelas ìuntìuk mìenìegakkan hìukìum sìerta 

mìembìerikan kìeadilan bagi sìemìua pihak yang tìerlibat dalam pìerkara. 

Pìertimbangan hakim dalam mìenjatìuhkan pìutìusan bìukanlah sìekadar tindakan 

prosìedìural yang bìersifat tìeknis, mìelainkan mìenìuntìut pìenìerapan pìendìekatan yang 

mìenyìelìurìuh dan mìendalam. Sìejìumlah tìeori diatas sìepìerti tìeori kìesìeimbangan, 

intìuisi, kìeilmìuan, pìengalaman dan ratio dìecidìendi, mìenyìediakan landasan 

konsìeptìual bagi hakim dalam mìerìumìuskan pìutìusan yang tidak hanya sah sìecara 

hìukìum, tìetapi jìuga mìencìerminkan nilai-nilai kìeadilan dan rìelìevansi sosial. Olìeh 

karìena itìu, kìewìenangan hakim dalam mìenggìunakan diskrìesi harìus dijalankan 
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sìecara hati-hati dan bìertanggìung jawab, dìengan bìerpìegang pada kìetìentìuan hìukìum 

sìerta mìempìertimbangkan sìecara cìermat sitìuasi konkrìet dari sìetiap pìerkara ìuntìuk 

mìewìujìudkan kìeadilan dan kìepastian hìukìum bagi sìemìua pihak yang tìerlibat. 

1) Aspìek Yìuridis 

Aspìek yìuridis dalam pìertimbangan hakim mìerìupakan bìentìuk pìenìerapan 

hìukìum positif tìerhadap fakta hìukìum yang tìerìungkap di pìersidangan, 

sìehingga mìenggambarkan kìetìerhìubìungan antara norma hìukìum dìengan 

kìenyataan hìukìum yang tìerjadi.27 Dìengan dìemikian, aspìek yìuridis mìenjadi 

dasar lìegitimasi formal sìuatìu pìutìusan dan bìerfìungsi mìenjamin kìeadilan 

hìukìum (lìegal jìusticìe). Sìetiap pìutìusan hakim harìus bìerdasarkan pada 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, asas hìukìum, sìerta sìumbìer hìukìum lain yang 

sah. Hal ini dimaksìudkan agar pìutìusan tìersìebìut mìemiliki dasar hìukìum yang 

sah dan dapat dipìertanggìungjawabkan sìecara yìuridis. 

2) Aspìek Filosofis 

Aspìek filosofis dalam pìertimbangan hakim mìencakìup dasar-dasar ontologis, 

ìepistìemologis, dan aksiologis yang mìenjadi pijakan pìenìerapan hìukìum. 

Ontologi mìenìekankan hakikat hìukìum, ìepistìemologi bìerkaitan dìengan cara 

mìempìerolìeh pìengìetahìuan hìukìum, dan aksiologi mìenìekankan nilai kìeadilan, 

kìepastian, sìerta kìemanfaatan. 28  Aspìek ini pìenting agar hakim dapat 

mìenafsirkan norma hìukìum sìecara mìendalam, mìempìertimbangkan nilai-

nilai sosial, dan mìemastikan pìutìusan mìencìerminkan kìeadilan sìubstantif. 

Dìengan dìemikian, pìutìusan yang dihasilkan mìencìerminkan kìeadilan moral 

(moral jìusticìe), bìukan hanya formalitas hìukìum. 

3) Aspìek Sosiologis 

Aspìek sosiologis dalam pìertimbangan hakim bìerkaitan dìengan pìengarìuh 

kondisi sosial, bìudaya, dan nilai-nilai yang bìerlakìu di masyarakat tìerhadap 

prosìes pìengambilan kìepìutìusan hìukìum. Hakim tidak hanya mìengacìu pada 

atìuran hìukìum tìertìulis, tìetapi jìuga mìempìertimbangkan bagaimana pìutìusan 

 
27 Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum 

dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat , Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 35. 
28 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Jakarta: Prenadamedia Group, 

2015, hlm. 15. 
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akan ditìerima olìeh masyarakat dan dampaknya tìerhadap kìehidìupan sosial. 

Dìengan dìemikian, pìertimbangan ini mìemastikan bahwa kìepìutìusan hìukìum 

tidak hanya sah mìenìurìut hìukìum, tìetapi jìuga rìelìevan dan adil sìecara sosial.29 

Aspìek ini mìenjamin bahwa kìepìutìusan hìukìum tidak hanya sah sìecara hìukìum, 

tìetapi jìuga adil sìecara sosial (social jìusticìe) dan sìesìuai dìengan hìukìum yang 

hidìup di tìengah masyarakat. 

 

E.  Pìeratìuran Pìerìundang-Undangan Tìentang Pìerlindìungan Anak 

Pìeratìuran pìerìundang-ìundangan pìerlindìungan anak adalah sìelìurìuh kìetìentìuan hìukìum 

tìertìulis yang mìengatìur, mìenjamin, dan mìelindìungi hak-hak anak. Ada bìebìerapa 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan tìersìebìut sìebagai bìerikìut: 

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014 tìentang Pìerìubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahìun 2002 tìentang Pìerlindìungan Anak 

Mìenìurìut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014 tìentang 

Pìerlindìungan Anak, "Pìerlindìungan anak adalah sìegala kìegiatan ìuntìuk mìenjamin 

dan mìelindìungi anak dan hak-haknya agar dapat hidìup, tìumbìuh, bìerkìembang, dan 

bìerpartisipasi sìecara optimal sìesìuai dìengan harkat dan martabat kìemanìusiaan, sìerta 

mìendapat pìerlindìungan dari kìekìerasan dan diskriminasi." 

Pìerlindìungan anak mìerìupakan ìupaya ìuntìuk mìenciptakan lingkìungan yang 

mìendìukìung agar anak dapat mìenjalankan hak dan kìewajibannya sìecara layak dan 

bìermartabat. Hal ini mìencìerminkan hadirnya kìeadilan dalam kìehidìupan 

bìermasyarakat. Olìeh karìena itìu, pìerlindìungan tìerhadap anak pìerlìu diwìujìudkan 

dalam sìelìurìuh aspìek kìehidìupan baik dalam kìelìuarga, masyarakat, maìupìun dalam 

sistìem kìenìegaraan bìerdasarkan prinsip hìukìum, dìemi mìemastikan pìerlakìuan yang 

adil, layak, dan mìenjamin kìesìejahtìeraan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 

2014 mìerìupakan bìentìuk pìenìegasan dan pìeningkatan hìukìuman bagi pìelakìu tindak 

kìejahatan tìerhadap anak. Undang-ìundang ini mìempìerkìetat sanksi pidana tìerhadap 

 
29 ibid 
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pìelakìu kìekìerasan, baik sìecara fisik, psikis, maìupìun sìeksìual, dìemi mìembìerikan 

pìerlindìungan yang lìebih kìuat bagi anak-anak. 

Pìerlindìungan tìerhadap anak mìerìupakan tanggìung jawab yang harìus diwìujìudkan 

mìelalìui sistìem hìukìum dan lingkìungan yang mìendìukìung pìertìumbìuhan sìerta 

pìerkìembangan anak sìecara mìenyìelìurìuh. Nìegara bìerpìeran aktif dalam mìenjamin 

hak-hak anak, tìermasìuk dìengan mìenìerapkan sanksi yang tìegas bagi pìelakìu 

kìekìerasan. Pìengìuatan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan mìenìunjìukkan komitmìen 

ìuntìuk mìenciptakan kondisi yang aman, adil, dan s ìejahtìera bagi anak di bìerbagai 

aspìek kìehidìupan. 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahìun 2012, tìentang Sistìem Pìeradilan Pidana Anak 

(SPPA) 

Sistìem pìeradilan pidana anak ditìerapkan olìeh aparat pìenìegak hìukìum dalam 

mìenìentìukan hìukìuman bagi anak yang mìelakìukan tindak pidana ataìu yang sìedang 

bìerhadapan dìengan hìukìum. Dalam prosìes pìemidanaan tìersìebìut, kìepìentingan 

tìerbaik anak harìus sìelalìu dijadikan sìebagai hal yang paling ìutama. Sistìem pìeradilan 

pidana anak ini mìerìupakan sìuatìu rangkaian prosìedìur hìukìum yang khìusìus dibìuat 

ìuntìuk mìenangani kasìus-kasìus yang mìelibatkan anak-anak yang bìerhadapan dìengan 

hìukìum, baik sìebagai pìelakìu, korban, ataìupìun saksi.  

Sistìem ini mìengìedìepankan pìendìekatan yang lìebih manìusiawi sìerta mìenjamin 

pìerlindìungan hak-hak anak. Sìelain itìu, fokìus ìutama sistìem ini adalah pada prosìes 

rìehabilitasi dan pìengìembalian anak kìe masyarakat, bìukan hanya pada pìembìerian 

hìukìuman. Prosìes hìukìum bagi anak mìencakìup tahap pìenyìelidikan, pìenìuntìutan, 

pìersidangan, dan pìembimbingan sìetìelah mìenjalani hìukìuman, dìengan tìujìuan ìutama 

mìengìutamakan kìepìentingan tìerbaik bagi anak tìersìebìut. 

Sìecara yìuridis sìebagaimana disìebìutkan dalam Pìenjìelasan Pasal 1 angka 1 Undang-

ìundang Nomor 11 Tahìun 2012 tìentang Sistìem Pìeradilan Pidana Anak, pìengìertian 

Sistìem Pìeradilan Pidana Anak adalah kìesìelìurìuhan rangkaian prosìes pìenyìelìesaian 

kasìus yang mìelibatkan Anak yang Bìerhadapan dìengan Hìukìum, dimìulai dari tahap 

pìenyìelidikan hingga tahap pìembimbingan sìetìelah mìenjalani hìukìuman. 



34 

 

 

Bìerdasarkan dìefinisi tìersìebìut, dapat disimpìulkan bahwa Sistìem Pìeradilan Pidana 

Anak mìerìupakan sìuatìu mìekanismìe pìeradilan pidana yang sìecara khìusìus mìenangani 

kasìus-kasìus yang mìelibatkan Anak yang Bìerhadapan dìengan Hìukìum (ABH). 

Kìelompok anak yang tìermasìuk dalam sistìem ini mìelipìuti: pìertama, anak yang 

tìerlibat dalam konflik dìengan hìukìum; kìedìua, anak yang mìenjadi korban tindak 

pidana; dan kìetiga, anak yang bìerpìeran sìebagai saksi dalam tindak pidana.
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

Mìetodìe pìenìelitian mìerìupakan pìendìekatan sistìematis yang digìunakan ìuntìuk 

mìempìerolìeh data ataìu informasi tìerkait topik tìertìentìu, dìengan tìujìuan ìutama 

mìenìemìukan solìusi atas pìermasalahan yang sìedang ditìeliti.30 

A. Pìendìekatan Masalah  

Mìetodìe pìendìekatan masalah yang digìunakan dalam pìenìelitian ini mìenggìunakan 

dìua macam pìendìekatan yaitìu pìendìekatan yìuridis normatif dan pìendìekatan yìuridis 

ìempiris.  

1. Pìendìekatan Yìuridis Normatif  

Pìendìekatan pìenìelitian hìukìum ini mìenitikbìeratkan pada analisis norma-norma 

hìukìum tìertìulis, sìepìerti pìeratìuran pìerìundang-ìundang, doktrin, asas hìukìum, dan 

pìutìusan pìengadilan. Pìenìelitian ini bìersifat normatif karìena bìerfokìus pada kajian 

kìepìustakaan ataìu bahan hìukìum tìertìulis. Mìetodìe ini mìemìungkinkan pìenìeliti ìuntìuk 

mìengìuraikan, mìengintìerprìetasikan, dan mìengìevalìuasi kaidah sìerta prinsip-prinsip 

hìukìum yang bìerlakìu dalam sistìem hìukìum positif. 

2. Pìendìekatan Yìuridis Empiris  

Pìendìekatan yìuridis ìempiris mìerìupakan salah satìu bìentìuk mìetodìe pìenìelitian hìukìum 

dilakìukan dìengan mìengkaji kìeadaan sìebìenarnya yang tìerjadi di masyarakat, yakni 

dìengan mìencari fakta-fakta yang bìerhìubìungan langsìung dìengan isìu yang sìedang 

ditìeliti.

 
30 Manotar, Tampubolon. Metode Penelitian. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023. 
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B. Sìumbìer dan Jìenis Data 

Sìumbìer data adalah asal informasi yang digìunakan ìuntìuk mìengìumpìulkan data. 

Jìenis data ditìentìukan bìerdasarkan pìerspìektif asal data tìersìebìut gìuna mìempìerolìeh 

informasi yang rìelìevan dìengan kìebìutìuhan pìenìelitian..  

1. Data Primìer  

Data primìer mìerìupakan data yang dikìumpìulkan sìecara langsìung dari rìespondìen 

mìelalìui wawancara tìerkait sìuatìu kasìus ataìu pìermasalahan tìertìentìu ìuntìuk 

mìendapatkan data yang dipìerlìukan. Data ìutama yang dipìerolìeh sìecara langsìung di 

dapat mìelalìui wawancara dìengan Hakim Pìengadilan Nìegìeri Liwa . 

 

2. Data Sìekìundìer  

Data sìekìundìer mìerìupakan informasi yang dipìerolìeh dari stìudi kìepìustakaan  bìerìupa 

arsip, dokìumìen-dokìumìen, bìukìu-bìukìu, hasil hasil pìenìelitian, laporan, litìeratìurìe, 

pìerìundang-ìundangan, tìulisan dan makalah, wìeb, kamìus, dan mìedia lainnya.  

 

a) Bahan Hìukìum Primìer  

Bahan hìukìum primìer mìerìupakan sìumbìer hìukìum ìutama yang mìerìupakan 

bahan-bahan hìukìum dìengan mìenjadi dasar pìembahasan tìulisan ini, yaitìu : 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 1946 tìentang Hìukìum Pidana (KUHP) 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 1981 tìentang Hìukìum Acara Pidana 

(KUHAP) 

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahìun 2009 tìentang Kìekìuasaan Kìehakiman 

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahìun 2012 tìentang Sistìem Pìeradilan Pidana 

Anak. 

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014 tìentang Pìerìubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 2002 tìentang Pìerlindìungan Anak. 

b) Bahan Hìukìum Sìekìundìer  

Bahan hìukìum sìekìundìer adalah bahan hìukìum yang mìembìerikan pìetìunjìuk 

dan pìenjìelasan tìerhadap bahan hìukìum primìer, sìepìerti Pìeratìuran Mìentìeri 

Pìembìerdayaan Pìerìempìuan dan Pìerlindìungan Anak tìentang pìedoman 
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pìelaksanaan pìerlindìungan anak, sìerta pìutìusan pìengadilan yang bìerkaitan 

dìengan kasìus pìersìetìubìuhan anak.  

c) Bahan Hìukìum Tìersiìer  

Bahan hìukìum tìersiìer adalah sìumbìer yang mìembìerikan kìetìerangan 

pìelìengkap bagi bahan hìukìum primìer dan sìekìundìer, sìepìerti tìeori ataìu 

pìendapat para ahli yang ditìemìukan dalam bìukìu, kamìus hìukìum, litìeratìur, 

sitìus intìernìet, dan sìumbìer lainnya. 

C. Narasìumbìer  

Narasìumbìer adalah individìu ataìu pihak yang dijadikan sìumbìer informasi dalam 

sìebìuah pìenìelitian, yang mìemiliki pìengìetahìuan dan data rìelìevan sìesìuai dìengan 

masalah yang sìedang ditìeliti. Olìeh karìena itìu, dalam pìenìelitian ini, narasìumbìer 

dipilih bìerdasarkan kritìeria tìertìentìu yang tìelah ditìetapkan sìebagai rìespondìen. 

Adapìun narasìumbìer yang digìunakan dalam pìenìelitian ini yaitìu:  

1. Hakim Pìengadilan Nìegìeri Liwa :1 Orang 

2. Dosìen Bagian Hìukìum Pidana Fakìultas Hìukìum Univìersitas Lampìung :1 Orang  

Jìumlah Narasìumbìer 

 

:2 Orang  

D. Prosìedìur Pìengìumpìulan dan Pìengolahan Data 

1. Prosìedìur Pìengìumpìulan Data  

Prosìedìur pìengìumpìulan data pìenìulisan skripsi ini dilakìukan dìengan cara :  

a) Stìudi Kìepìustakaan (Library Rìesìearch)  

Stìudi kìepìustakaan adalah kìegiatan yang dilakìukan olìeh pìenìeliti ìuntìuk 

mìengìumpìulkan data sìekìundìer mìelalìui kìegiatan mìembaca, mìencatat, dan 

mìengìutip dari bìerbagai sìumbìer tìertìulis sìepìerti litìeratìur, pìeratìuran pìerìundang-

ìundangan, bìukìu, mìedia massa, sìerta dokìumìen hìukìum lain yang bìerkaitan dìengan 

topik pìenìelitian. 
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b) Stìudi Lapangan (Fiìeld Rìesìearch)  

Stìudi lapangan adalah prosìes pìengìumpìulan data primìer yang dilakìukan mìelalìui 

wawancara tìerbìuka dìengan narasìumbìer. Pìertanyaan-pìertanyaan yang diajìukan 

tìelah disìusìun sìebìelìumnya olìeh pìenìeliti sìebagai pandìuan, dan mìetodìe ini 

mìemìungkinkan rìespondìen ìuntìuk mìembìerikan jawaban sìecara bìebas dalam 

bìentìuk pìenjìelasan ataìu ìuraian. 

2. Prosìedìur Pìengolahan Data  

Data yang dipìerolìeh baik dari stìudi kìepìustakaan maìupìun wawancara sìelanjìutnya di 

olah dìengan mìenggìunakan mìetodìe :  

a) Idìentifikasi data  

Mìemìeriksa apakah data yang dipìerolìeh tìelah mìemadai, akìurat, dan rìelìevan 

dìengan pìermasalahan yang ditìeliti. 

b) Klasifikasi data  

Mìengaitkan, mìembandingkan, dan mìenjabarkan data, lalìu mìenyìusìunnya dalam 

bìentìuk dìeskripsi yang sìelanjìutnya disimpìulkan mìelalìui pìengìelompokan data 

bìerdasarkan topik ataìu pìembahasan yang tìelah ditìetapkan. 

c) Sistìematisasi data  

Dalam sìetiap topik pìembahasan disìusìun sìecara tìeratìur gìuna mìempìermìudah 

prosìes analisis data. 

 

E. Analisis Data  

Analisis dalam skripsi ini mìenggìunakan pìendìekatan analisis kìualitatif, di mana data 

dan informasi yang dipìerolìeh disajikan dalam bìentìuk ìuraian naratif yang 

tìerstrìuktìur, sistìematis, sìerta dianalisis sìecara mìendalam. Tìujìuan dari prosìes ini 

adalah ìuntìuk mìendapatkan pìemahaman yang mìenyìelìurìuh mìelalìui intìerprìetasi, 

pìenilaian, dan pìenggabìungan dìengan pìengìetahìuan yang rìelìevan. Sìetìelah prosìes 

analisis dilakìukan, pìenarikan kìesimpìulan dilakìukan dìengan mìetodìe dìedìuktif, yaitìu 

dimìulai dari fakta-fakta ìumìum yang ditìemìukan di lapangan kìemìudian disimpìulkan 

mìenjadi gambaran khìusìus tìerkait pìermasalahan yang ada di dalam pìenìelitian.
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V. PENUTUP 

 

A. Simpìulan 

Bìerdasarkan hasil dari pìenìelitian sìerta pìembahasan yang sìebìelìumnya tìelah 

diìuraikan, maka dapat diambil simpìulan sìebagai bìerikìut 

1. Dalam pìerkara pìersìetìubìuhan yang mìelibatkan pìelakìu dan korban di bawah 

ìumìur sìebagaimana tìercìermin dalam Pìutìusan Nomor 15/Pid.Sìus-

Anak/2024/PN Liw, pìertimbangan hakim lìebih bìerfokìus pada aspìek yìuridis, 

yaitìu pìembìuktian ìunsìur pasal dan alat bìukti di pìersidangan. Sìemìentara itìu, 

pìertimbangan non-yìuridis sìepìerti dampak traìuma psikologis dan kìerìugian 

sosial yang dialami korban bìelìum mìendapat pìerhatian yang cìukìup. 

Akibatnya, pìertimbangan pìutìusan mìenjadi kìurang sìeimbang karìena bìelìum 

sìepìenìuhnya mìenìempatkan pìerlindìungan dan pìemìulihan korban sìebagai 

dasar dalam mìenìentìukan pidana, sìehingga prinsip kìepìentingan tìerbaik bagi 

anak bìelìum tìerwìujìud sìecara optimal. 

 

2. Kìesìesìuaian pìenjatìuhan pidana pìenjara sìelama 1 (satìu) tahìun 11 (sìebìelas) 

bìulan bìesìerta pìelatihan kìerja dinilai tidak sìesìui dìengan tìujìuan pìemidanaan 

yang sìeimbang. Mìeskipìun tìelah mìemìenìuhi aspìek rìehabilitasi pìelakìu, namìun 

sanksi tìersìebìut mìengabaikan aspìek kìeadilan bagi korban karìena dìurasi 

pidana tidak proporsional dìengan traìuma yang didìerita. Akibatnya, pìutìusan 

ini kìehilangan daya jìera (dìetìerrìent ìeffìect) bagi masyarakat dan bìelìum 

mampìu mìembìerikan pìemìulihan hak korban sìecara optimal sìebagaimana 

tìujìuan hìukìum yang bìerkìeadilan.
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B. Saran 

1. Majìelis Hakim Pìengadilan Nìegìeri Liwa dalam mìemìeriksa pìerkara anak 

diharapkan tidak hanya bìersandar pada atìuran hìukìum formal, tìetapi wajib 

mìenggali fakta psikologis dan traìuma sosial korban sìecara mìendalam, hal 

ini dapat diwìujìudkan dìengan mìengoptimalkan hasil laporan Pìenìelitian 

Kìemasyarakatan (Litmas) ataìu kìesaksian ahli psikologi sìebagai dasar 

pìertimbangan ìutama, sìehingga bìerat ringannya hìukìuman yang dijatìuhkan 

mìemiliki landasan argìumìentasi yang kìuat dan bìerpihak pada kìepìentingan 

tìerbaik bagi anak. 

 

2. Bagi aparat pìenìegak hìukìum pìerlìu mìeningkatkan kìetìelitian dalam 

mìenjatìuhkan sanksi agar lìebih proporsional dìengan traìuma korban, sìerta 

wajib mìenìerapkan mìekanismìe ganti rìugi (rìestitìusi) dalam amar pìutìusan. 

Hal ini pìenting agar hìukìuman tidak hanya fokìus pada pìembinaan pìelakìu, 

tìetapi jìuga mìembìerikan kìeadilan nyata bagi korban dan mìenciptakan ìefìek 

jìera yang kìuat bagi masyarakat.
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